
 

jdih.bulelengkab.go.id 

 
 
 
 

BUPATI BULELENG 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BULELENG,  
 

Menimbang : a. bahwa Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 

2015; 

b. bahwa untuk memenuhi hak-hak generasi sekarang 

maupun yang akan datang atas kesehatan diri, maka 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga 

perlu dilakukan perubahan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok;    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-Daerah Tinkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009   Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG 
dan 

BUPATI  BULELENG 

MEMUTUSKAN : 

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG 
KAWASAN TANPA ROKOK.  

Pasal I 

Beberapa Ketentuan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan: 

a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan 

Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat 

kualitas kesehatan masyarakat. 
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b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa 

pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara 

kepentingan individu dan kelestarian lingkungan; 

c. Kemanfaatan umum,berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan 

perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara; 

d. Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 

dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan 

berbagai komponen terkait; 

e. Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan 

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 

kesehatan; 

f. Kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan 

terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya 

mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap 

perokok pemula; 

g. Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung; 

h. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan 

harus mencermikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; 

i. Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat 

dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi 

Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan 

tempat umum menyediakan tempat khusus merokok 

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan: 

a. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap 

yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang 

berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi 

dengan baik; 
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b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang 

digunakan untuk beraktifitas; 

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan 

d. jauh dari tempat orang berlalu lalang. 

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal  20 

Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif 

berupa:  

a. teguran secara lisan; 

b. teguran secara tertulis; 

c. pembekuan sementara ijin; 

d. pencabutan ijin.  

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng 

   
Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 13 Maret 201830 

DesBUPATI BULELENG, 

 
 
 

PUTU AGUS SURADNYANA                
 
 

Diundangkan di Singaraja 

pada tanggal 13 Maret 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG 

 

 

DEWA KETUT PUSPAKA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : 

(2,11/2018) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  

 

I.  UMUM 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah 

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan untuk memenuhi hak-hak 

generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan 

lingkungan hidup yang sehat perlu diatur dalam Peraturan Daerah 

sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 perlu dilakukan 

perubahan. 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 
Pasal 2 

 Cukup Jelas. 

 Angka 2 

  Pasal 14 

   Cukup Jelas. 

 Angka 3 

  Pasal 20 

   Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR  2 

 


